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' FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETANG
NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUIIAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1I
MAGELANG.,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

,BUPATI:um DAERAH TINGKAT T MAGELANG

Menimbang @ u. bahwn &alam rangka peningkstan kelan
- ‘caran penyelenggaraan pembansunan ma

Eyarakat Desa secara berdayaguna -

- dan Dberhasil guna, dan peningkatan

- koordinasi dan partisipasi masyera

:-kat dalam ‘pembangunan dipandang per

‘1u untuk’'ménata kembali organisasi-

g ST :f'paanngunan masyarekat desa di Ksbu
MR 4 1paﬂen Daerah Tingkat IT Mogelang j

A b. behwa untuk melaksanakan huruf a ai
atag, perlu diadakan peninjauan kem
ball terhadap Susunan Organisasi -
dan Teta Kerja Kantor Pembangunan De

' sa Khbuputan Daerah Tingkat II Mage
lang yang berdasar Keputusan MNente

vord D Negerd Nomor 135 Tahun 1978

...... g tentang Susunan Ovganisasi dan Tata
Kerja Direktorat Pembangunax Desa -~
Propinsl dan Kantor Pembangunan De
ga Kabupaten/Kotamadya, untulk diada
kan penyesualan seperlunya j

Dipindai dengan CamScanner
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0. bahwa mengingut ketentuan-kotentumn yong
berlaku dari Pemerintah atasan,meka  Pe
nyesuanian tergebut perlu dituangkan da-

. lam Peraturan Daerah.

Mengingat : l. Undang-undang Nomor 13 Tghun 1950 Jo Un
dang=undang Nomor 32 Tahun 1950 ‘tentang
' Pembéntikan Daersh-~dnerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propingl Jawa Tengah j

2, Undang-undang Nomor 5 Tehun 1974 temtang )
Pokokepokok Pemerintshan @i Daeran (Lem
baran Negara Republik Inddnesia Tahun =~
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037) j;

3, Undang=undang Nomor 5 Tehun 1979 tentang
Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Repu
blik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tam
behan Lembaran Negara Republik  TIndone
gia Nomor 3153 ) 3

4, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tehun 1588
$entang Koordinasl Kegiantan Instansi Ver
tilkal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3373) 3

5, Peraturan Pemerintsh Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonoml Daerah 0
dengan titik berat peds Daerah Tingknt
II (Lembaran Negara Republilk  Indonesia
Tahun 1992 Nomor T7, Tambahan . Lembgran
Negara Republik Indonesin Nomor 3487) 3

6. Keputusan Prepiden Nomor 28 Tahun 1980
tentocng Peningkatan dan penyempurnaan =
Lembagn Sogial Desa-menjadi Lembaga Keta
hanan Masyarakat Desa

Te Keputusan: seeseese
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7. Kaputuadh Prosiden Nomor 15 Tahur 1984 ten

" tang, Susunan Orgnni agl Departemen peba

I_“i'gaimnna diubah tnrukhir dengan Keputusan -

" Pregiden Republik Indonepia lomor 58 Tahun
1993

8. Keputusan Menteri Dulnm Negerd Nomor 6 Ta
hun 1988 tentang Prosedur penetapan Pro
duk=produk Hukum di Iingkungan Departemen-

N __ Dalam Negeri j

9, Keputusan Menteri Dalam Negerd Nomor 92 Ta
" hun 1992 tentang Organisasl dan Tatz Kerje-
Departemen Dalam Negeri j

- - 10, Keputusan Menteri Dalam Negerl lomor 80 Ta-
hun 1993 ttg Organisasi & Tate Kerja Xan
- $or Pembangunan, Masyarakat Desa Propinsi -~
Dacreh Tingkat I dan; Kantor Pembangunan Ha
syarakat Desa Kobupaten/Kotamadye Daersh

_Tingknt IT

11, Keputusan Menteri Dnlam Negeri Nomor 97 Tz
. hun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerin -
';t&h Daerﬂh dan Wilawnh 13-

strukei Mﬁntari Dalam Hegari Nomor 1 Ta
- hun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepu
< =" “fusan Menteri Dalam Nogeri Nomor 80 Tzhun
Ve 2 A 1993 ‘tentang Organisasi dan Tata Kerja Kan
T . $or Pombangunan Masyarakat Desa Propinsi -
.+ sDaerah Tingkat I dan Kantor Fembangunan lMa
T syarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Dnarah

': Ting]mt i &t X

:ﬂengan iparsatujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'Kabu
peten Daerah Tingkat II Magelang.

e pipF oo
- -

!

MEMUTUS KAN

H&nutapkhn.-

Dipindai dengan CamScanner



=

=

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN = TATA
KERJA KANTDR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG,

L BABT
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah '_ ini, :;'a.né dimaksud dengan 3 0

a. Pemerinteh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerzh
Tingkat IT ilagelang 3

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting
kat II Magelanggj

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perv.;a.k:i.l
an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Msge
lang }

d. Kabmpaten Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah-
Tingkat II Magelang j

e. Kantor Pembangunan Magyarakat Dosa adalah Kantor
pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah.tingka®

II Magelang j

¢, Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Ma
syarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II lMagelang j

g. Desa adalah suatu wilaysh yang ditempati oleh . sejun 0
‘1gh penduduk sebagal kesatuan masyaralat termasuk=-
di dalamnya kesatuan masyerakat hulum yang mempunyal
organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Ca.
mat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sen
diri dalalk ikatan negara kesatuan Republik Indonesiaj

he Kelurahan adaleh suatu wilayah yang -ditempatl seju
mlzh penduduk yang mempunyal organisasi pemerintahan
terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak -
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ; “ar

i, Iﬂmbﬂgﬂ- saees

Dipindai dengan CamScanner
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1. Lembaga Ketahanan Masyarekat Desa adalah Lembaga Ke
tahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurah-
an.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGST
Paspal 2

(1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pe
Q - laksana Wilayah/Daecrah yang berada di bawah dan =~
. bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan~
dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepa
la Daersh Tingkut I Jawa Tengah.

iéa_xantur'Pémbangunan Masyarakat Dega dipimpin o¢leh
seorang kepala Kantor. -

" Pasal - 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai ftugss o
kok melaksanakan pengembangan:desa, Ketahanan Masyare-
kat Desa, Usaha ekonomi Desa, sumber daya desa éan pe
mukimen Desa, serta pendayagunaan teknologi tepat guna,

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada
Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masya
rekat Desa Kabupaten Daerah Tingkat IT liagelang mempu
4. nyai fungsi 3 |

a, Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program
penyusunan bahan pertimbangan pemberian perijiran,-
dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyara
kat Desa i

b. Koordinasi pelaksannan pembangunan masuk Desa  dan
pengembangan prakarsa, swadaya gobong royong masya-
rokat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desaj

ce Penilaian dan penyugunan laporan di bidang pembangu
- nan masyarakat Desa }

de Pelaksanaan urugan kesekretariatan Pembangunan Ma
syarakat Desa.,
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% BAB III
R ORGANIBSASTI
Bagian Pertama
P6la dan Susunan Organisasl

Pasal 5

" Organisasi Kantor Pembangunan ilapyarakat Desa di
tetapkan Pola Maksimal.

"Pagal 6
(1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Hhayarakat
desu terdiri dari :

a.Kepala Kantor ;

b.Sub Bagian Tata Usaha j

c.Seksi Pengembangan Desa 3

d.Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

e.Seksi Usaha Ekonomi Desa. § -

f.Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Dese ;
g.Seksi Pendayagunaen Teknologi Tepat Guna ;
h.,Kelompok Jzbatan Fungsinnal.‘

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-geksi sebagaima-
na dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh se
orang kepala yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Kantodb. ‘

(3)Bagan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat De
sa sebogaimena tercantum dalam Lampiran Poratiur=

an Daerah ini.
Bagian Kedua
Kapﬁla Kantox
Pasal T

Kepala Kentor memimpin pelaksanaan tugas pokok
fungsi sebagaimaha dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan-
Daerah ini,

Pasal 3- sesscaee
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Baglan Ketiga
Sub Baglan Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas mengkoordinasikan
penyusunan rencana dan peraturan pérundang-undangan, me
laksanakan 'urusan kesekretariatan yang meliputli  kepe
gawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumeh tangga
urusan ketatausahaan serta pemantauan, ‘pengumpulan da,
ta dan penyusunan laporane

Untuk mmnyﬁlenggarukan tugns peraabut pada Pasal 8,
Peraturan Daerah inl Sub Bagian Tnta Useha mempunyal =

fungsi :

a, Koordinasi penyusupan .rencana dan program dibidang -
vembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan;

b. Koordinasi dan penyiapan naskah paraturan ‘perundang-
undangan di bidang pembangunan masyargkat'nesa 3

c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data
" $entang hasil pelaksanaan tugas ;

d. Pelaksanaan urusan kepagaWpian 3
e. Pengelolaan urusan keuangan j;
: 8 Palaksanaan urusan rumuh tangga

g. Melaksanakan urusan katatdusahnan Pembangunan Masya-
rakat Desa.

Pasal 10

fif Sub Bagicn Tata’ Usaha terdiri dari
a, Urusan Perencanaan }

b. Urusan Kepogawalan j
c. Urusan Keuangan |
d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha,

(2) Urusan~urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, masing-masing dipimpin oleh peorang kepala =
yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada =
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

L .is

L]

i \ o TRy | = L o |
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Pagal 11

(1) Urusan Perencanaan mempunyaf tugas menyusun rence
nardan program, pengumpulan data, pemantauan,Pela
poran, berta menyiapkan na.ﬂlcah pnra‘bwan perundang
unddngan dan. dokumentasi,

- -

(2) Urusan Kepegawaian mampun:;ai tugang malakanna.kan -
urusan kapegaqniau

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas manyuaun rannuna— Q’-
anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan mem
berikan bimbingan teknisg pala.ksmmnn anggaran,

(4) Urusan Tatd Usaha dan Rumsh Tangga mempunyni tu
gas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dz
lam, pemeliharaan barang=barang inventaris dan
urusan perjalanan dinas serta sural menyurat, pe
ngetikan dan penggandsan, P e

Bagian Keempat

Scksi Pengembangan Desa -
Pa.sa.l 22 s

Seksi Pengembangan I}asa mempunyai tugas melalcsanalce.n
pengembangan Desa yang meliputi pendataan, evaluasi -
dan lomba Desa, unit daersh kerja pembangunan dan ta
ta Desa serta pengembangan ]mwasan terpadu,

Pasel 13 .~ | ) ¥

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pads Pasal
12 Peraturan Daerah ini, Seksi Tengembangan Desa mem

punyai fungsi

e, Pengumpulan datl; dan anallsa.data ;laievaluasi -
program~profram pembangunan yang maauk Desa 1 J

b. Bimbingan dan panila:lan paluksanmn perlumhm -
Desa .

e» Penyusunan, roncana dan program: pangambnngan mana,
Jemen pembangunan ma.?araknt Desa § - .5

.‘_,.],_

v o

-
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d.Pemberian petunjuk dan bimbingan telmis penerapan
Pola Teta Desa serta memantau dan mengevaluani
Tingkat perkamhangﬂn Desa j

e. Penyusunan bahan pemhinnun magyarakat dan hiMbing
an telknis palakaunaan program Pangembnngan. Kawas
an Terpadu j

£, Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan +elmis-
pengelolaan Pembangunan Desa Tarpadu.

Pasal 14
(1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :

a.Sub Seksi Pendataan, Evalpacl dan lomba Desaj;

b.Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan
Tata Desa § .

c.Sub Seksil Pengaﬂhang&n Kawagan Terpadu,

(2) Sub Seksi=Sub Seksi ‘sebagaimana dimaksud ay=t
- (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh se
orang kepale yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kapaia Sekﬂi Pambangunan Desa,

Paaal 15

(1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Iomba Desa
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menga
nelisas dan mengavaluasi data tingkat perkem -
bangea Dasa serta mempersiapkan petunjuk tek
nis dan, malakukan hiﬂbingan pelaksanaan perlom
baah.Desa,' "

(2) Sub Seksi Unit Daerah kerja Pembangunan dan Ta
te Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk-
operasional‘dan memberikan bimbingan telknis pe
ngembangen sistem perencanaan pembangunan Desa
danKecamatan, pembinaan potensl sumber daya ma
nusia sérta menyusun petunjuk dan memberikan =
binbingan telmis pola tata ﬂaaa yang meliputi =
tate ruang Desa dan tata maﬂyaruknt Desaa.

(3) Sube wsee

Dipindai dengan CamScanner
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(3) Sub Seksi Pengembangan anuan.n Terpadu mempunyai tu

EQSs. melaksanakan studi dan penyusunan program,pembi
naan toknis Desa miskin, perbatasan, tordsolir, lri
tio minus, padht penduduk,lumuh, torbelakeng dan ra
wan bencana alam melalul program pengembangan kawa
san terpadu.

o Bagian Kelima
Seksl Ketahanan Masyarakat Desa
Pasal 16

Seksi ketahanan masyarakat Desa mempunyal tugas melak

sanakan kebijaksanaan di bidang ketzhanan masyarakat Dez

sa yang meliputi peningkatan peranan kelembagasn masys
rakat Desa, peningkatan ketrampilan dan bimbingan mofl
vasi masygrakat dan peningkatan kesejahteraan,

: Pasal 17 ;
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pesal 1€

Peraturan Dzerah ini Seksi Ketahanan Hasyara.kat Des=a
mempunyai fungsl -

-

b,

Cq

Pengumpulan dan pengolahan da'ba aerta penyusunan pro
gram peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa;

Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap ke
giatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa,lembaga swa
deye masyarakat desa lainnya, melakukan upaya=- upaya
begi peningketan kesejahteraan keluarga dan mengem -
bangkan perpustakaan Desa j

Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampil-

an pengurus Lembaga Kotahanan Masyarekat Desa, Pembi
nean Kesejahteraan Keluarge, lembaga swadaya masyaxsa
kat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta
pening,h:ntm peranan Wanita dan generasi muda,

Pasal 18

.('1') Seksi Katahnnan Masyparakat Desa terdiri darld :

[‘ Bs SUDesesne

‘.

Dipindai dengan CamScanner
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a. Sub Scksi Peningkatan Peranan Kolembagaan Hhsrn
rakat Desa ;-

b. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingr
an Motivasi Masyarakat i

c. Sub Sekai Puningkntnn KeseJahteraan Kaluarga.

(2) Sub Seksi=-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh soorang ke
pala ¢ berada’ dibawah dan bertanggung jawab ke
pala Seksi Katahanan Masyarakat Desa.

Pagal 19

(1) Sud Seksi Peningkatan Peranan Kelembagazn Masyara-
kat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembi
naan dan bimbingan terhadap lembaga Ketazhanan la
syarakat Desa dalam 'rangka ketervaduen, keserasian
dan l:e‘harhaﬂ.ﬂan pam‘ba.nguna.n Desa.

(2) Sub Seksi Peningkatan Ketra.mpila.n den Bimbingan Mo
$ivasi masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan pe
tunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahu
an dan ketrampilan masyarskat serta melaksanakan =
penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan mo
tivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tang
gung jawab masyarakat. dalem pembangunan dan pengem
bangan Perpustakaan Desa dan pengembangan swadaya
masyarakat dalam pambangunan.

(3) Sub Eaksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mem
punyai tuges;- melaksanaknn usaha=usaha peningkatan
kesejahteraan keluarga serta peningkatan  peranan
wanita dan generasi muda.

Baglan Keenam
Seksi Usaha FEkonoml Desa
gt e Resal 20

Ekonoml Desa mempunyai bugas melaksanakan
E;ﬁgi giggzmi Depa yang melipubl bantuan pembangunan,

produksi ‘dan parhraditan, tenaga kerja dan sektor in
formaai. .

Dipindai dengan CamScanner
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Papal 21 : .
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20
Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyal °
fungsi : - ~ )

8. Panyuaun'u.n program dan bahan petunjuk teknis pplakﬁa' '
naan serta mengevaluasi bantuan pembangunan j

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan  pengem
bangan perireditan, lumbung Dega dan Tabungan Magya
\. rakat Desa }

e, Pengusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produke~ 0
si Desa, pemasaran dan lapangan kerja ;

d, Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan fenaga
kerja pedesaan } ' i

e, Penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksana=
an pengembangan sektor informal serta peningkaizn-
peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan pelindung Xo
perasi Unit Desa dan Koperasi Serba Ussha Kelursh=-
an dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi el
$ra perkoperasian. P |

: Pagal 22 .- -

(1) Seksi Ussha Ekonomi Desa. ferdirideri-: . .

8.-Sub Seksi Bantuan Pembangunan- j-
b. Sub Beksi Perkreditan dan: Produksi j .
c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor informat.

(2) Sub Seksi = Sub Seksi sebagaimana -dimaksud hu‘a;t (1) '
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh secrang kera
le yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Seksi Usaha Ekonomi Dégsa.

el .

a gy o Pasal 23

(1) Sub‘Seksd Bantuan Petibangitnan men 'R
| | punyal . tugas mela
kukan pembinaan, menyusun'petinjuk telmis pelaksana
en dan mempersiapkan 1man-peiaksﬁxm bantuan - =

. PUSAT JARINGA - I‘
MT\:?KHMEN'\ ASI DAN \NFU?NB&%.

CEPUPATEN DAT! TT LAAGELANG
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(2) ‘sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyal tu

~.gas melakukan pembinaan dalem rangka menumbuhkan
dan mengembangkan usaha ckonoml Desa, perkreditan
termasult industri rumah tanggal lumbung Desa dan
tgbungan masyarakat Desa.

(3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor informal mempu
nyal tuges melakukan pembinaan teknis dan membe
rikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta
melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam
rangka menumbuhkan kewiraswastaan untuk mencipte
kan pengcmbangan kualitas. dan kuantitas sekfor =~
informal dalam memanfaatkan sumber daya manusia
dan sumber daya alam,

Bagian Ketujuh
Seksi Sumber Deya Desa dan Pemukiman Desa
Vs Pasal 24

Seksi Sumbor Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyzaie-
tugas melaksanakan usaha sumber daya Desa dan pemu
mukiman Desa yang meliputi perumahan dan lingkungan
Desa, prasarana dan sarana Desa serta penatean: pemu
kiman Desa.

. Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24
Peraturan Daerah ini,. Sumber Days Desa dan Pemukiman
Desa mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat -
Desa dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sum
ber daya Desa § =

b. Menyusun petunjuk. operasional dalam rongka pengem
bangan kerja sama rehabllitasi sumber daya Desaj

ce Menyusun program dalam rangka pembinaan dan pening
katan mutu perumahan j

d, Melaksanakan pengolahan data dan menyusun pfugram
pengembangan pragarana Desa

Dipindai dengan CamScanner
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e 14- ”: e ) ; i

€e Mbiﬁksanakun pangumpulun dan analiga data dalam rang
 ka penyusunan program pengembangan pemukiman dan -
#lingkungan yang sehat dan serasi.

-

iy Pasal 26

(1) Seksi Sumber daya Desa dan pemukiman Desa  terdiri
dari :

a,Sub Seksi Perumahan drn Lingkungan Desa j

b.Sub Seksi Prasarana dan sarana Desa } 0

c,Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.

(2) Sub Seksi~-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepe
la ¥& berada dibawah-dan bertanggung jawab kepada

. Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Deca,

‘Pasal ?T

tl)‘Suh Seksi Parumahaﬁ dan ILingkungan Desa ﬁémpunyai -
tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun peren
eanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, eva

luasi dan laporan.

(2) Sub Seksoi Praé&rana dan Sarana Desa mempunyai tugas
menyusun petunjuk teknis, dan bimbingan pengembang
.an prasarana dan sarang.

13) Sub Seksi Penataann Pemukiman Desa mempunyai tugas

meleksanakan pengolahan data dan menyusun program = "E

penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis
pemenfaatan dan pelestarian Sumber daya alam.

“‘Bagian Kedelapan
geksi Pendayagunaan Telmologi Tepat @una
Pasal 28

deksi Pendayagunaan Teknologl Tepat Guna mempunyai tu
gas melaksanakan pembinaan pendayagunaan tekmologi pede
saan yang meliputi pemanfantan teknologl tepat guna,pe
masyarakatan teknologl tepat guna dan kerjasame dengan
sektor informal,

- L .

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 29

Untuk ‘menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal

28 Peraturan Deerah ini, seksl Pendayagunaan Tgqknolo
gl Tépat :Guna mempunyal fungei 1

a.Melakukan pengembangan taknnlugi tepat guna dan pe

mﬁaygiakat?nnya ' -

b.Mengadakan pemantauan dan ovaluasi pelaksanaan pro
gram.pandayagunnan teknologi tepat guna j

0. Memberikan petunjuk dan bimbingan pemasyarakatan -
pemanfaatan telmologl tepat guna j

_d.Momberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksana

an program kerjasama pendayagunaan studi dan peng
kajian teknologli tepat guna.
L"'.

Pasal 30

(1) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terdiri
dari -z : :

'a.sub:Sakai-Karjasama Teknologi Tepat Guna ;
b.Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepa® Guna j
c.Sub Seksi Pemasyarakatan Telmologi Tepa® Guna.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimalksud ayat(l)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang =
kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawadb
kepada ‘Kepala Seksi Pendayagunaan Telmologi te
pat Guna, -

- " Pasal 31

(1) Sub Seksi Korjasama Teknologi Tepat Guna mempu-
nyal tugas meleksanakan kerjasama sektor terkait
lombaga~lombaga penelitian, lembaga swadaya ma
. syarakat dan lembaga=lembaga lain serta pembina=-

an dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfa
atan telmolagl tepat guna. ‘

(2) Sub Seksi...
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(2) Sub Seksi Pemanfaatan Tekndlogi Tepat Guna mempunyai
tugas menyusun -petunjuk toknle poribinaan berbagai =
ugaha dalam pengombangan toknologl topat guna.

(3) Sub Seksi Femasyarakatan Teknologl Tepat Guna mampu-
nyal tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pe
masyarakatan telnologi tepat guna melalkui IKMD,orgen
isasi wanita, organisasi pemuda dnn lembaga magcyara~
kat lainnya. _ ; ‘,

IBagiaaneBEMbilan
Kelompok Jabatan Fungsional
. Pagal 32

Kelompol: Jabatan Fungsinnal mempunyai tugas melakss-
nakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Haayarakat Desa
sesuai dengan Keahlisn,

Pagal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimeksud pada Pasal 32 =-
Persturan Daerah ini, dari sejumlah tenaga dalam Jja
batan fungsional yang terbagi dalam befbagai kelum -
pok sesual dengan bidang keahliannya.

(2) Betiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pesal ini, di
pimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang di
$unjuk dimntara tenaga fingsional yang ada di ling '}
kungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten= 4
Dati II oleh Bupatl Kepala Daerah dan bertanggungja
wab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

(3) Jumleh jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal
ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban k&r
JB-

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungaiunal tersebut ayat
(1) Pasal ini, diatur sesual dengan poraturan perun
deng=-undangan yang berlaku,

BAB IIL. seee

)
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., BAB III
BATA KERJA
Pasal 34

Dalam]melégﬂdhﬁkan tugasnya, Kepala Kantor Pem
bangunan , Masyarakat Desa:Kebupaten Daereh Tingkat
IT Magelang, Kopala Sub Baglan Tata Usaha, Kepala -
Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib me
nerapkan pringip koordinasi,integrasl dan sinkroni=-
gsask secara vertikal dan horisontal baik dalam ling
kungan masing=-masing maupun antara satuan organisa~-
sl dalam lingkungan Pemerintah di Daerah Tingkat II1
Kabupaten ‘Magelang serta instansl lain sesual dengan
tugas pokokmya masing=masing.

Pasal 35

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkm
ngan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabups
ten Daerah Tingkat II Magelang, mengkoordinasi-
kan Pawahannya masing-masing dan memberikan bim
birngean serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas ba
wahags i |

(2) Setiap pinpinan” satuan organisasi wajib mengiku
ti den mentaati petunjuke~petunjuk dan bertang =
gung jawgb kepada atasan  masing-masing dan me
nysmpaikan lapoban barkala tepat waktunya.

(3) Iepdran penyelenggaraan tigas kantor Pembangun-
an Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan
pemerintahan,disampaikan kepada pejabat yang se
tingkat lebih tinggl secara borkala dan tepat
waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat Yyang
bertenggung jawab di bidang kesekretariatan,

— b=

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satu
an orgenigasi darli bawahan, wajid diolah dan di
pergunakan gebagal bahan penyusunan laporan le
bih lanjut dan untuk memberikan petunjuk -petun
juk kepada bawahan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 36

Para Kapain Seksl pada Kantor Pambangunan Magyarakat De
sa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan kepala
Sub Bagian tata Usaha menyusun laporan berkala kepada
Kantor dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan lapor
an barkala kepanda Bupati Kepala Dnarah dan Gubernur Ke
pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pem

bangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah.
Pasal 3T

Kepala Kantor atas nama Bupatl Kepala Daerah memberikan
pembinaan langsung kepada Camat 4i bidang perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyz
rakat Desa di Kecamatan.

BABB IV '1-'-
PENG&HGK&TAN DAN TEHBEHHEHTIAH

Pasal 38 : &
{1) Kepala Kantur diangkat dan diberhentikan oleh Guber

nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengsh atas - usul-
Kepala Kantor Pembanguran Maayarakai Desa Propinsi=-- -
Daerah Tingkat T Jawa Tengah dan saran partiﬂbangan_,

dari Bupati Kepala Daerah. .-

laku,
Papal 39

Jenjang Jabatan dan Kapangkatan serta Susunan Kapa
gawaian diatur sesual dengan paraturan perundang-undang

an yang berlaku,
BAB VI

PEMBTIAYAAN

(2) Pejebat - pejabat 1ainnya di 1ingkungan Kantor - Pﬁm '
bangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang bar 2

¢

9

Dipindai dengan CamScanner
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Papal 40

Sogala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas Kantor Pembangunan Masyarakal Desa Kabupaten
" Daerah Tingkat II Magelang dibebankan pada Anggar
an Pendapatan dan Belanja Dnerah Tingkat II Kabupa
ten Magelang, Anggaran Pendapatan dan Belanje Dae
rah Tingkat I Jawa Ton gah serts Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara.

s S 1]

Pasal 41 P s

Dengan tidak mengurangl ketentuan ftersebut pa
da Pasal 40 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor =
- Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerzh Ting
kat II Magolang dapat diberikan bantusn sesual Pe
rafuran Perundang=-undangan yang berlalku,

BAB VII
KETENTUAN FERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 42

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerszh ini, maka=-
Susunan Organisasi dan Tate Kerja Kantor Temba
ngunan Desa yang berdzsar pada Keputusan Mente
ri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 dan keten
tuan-ketentuan lain jang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

lagi,

fﬁ}'ﬂal - hal yang belum diatur dalam Feraturan
Deeresh ini akan diatur oleh Bupati Kepala
Dacreh gepanjang mengenal pelaksanaannya.

Pasal 431 TR
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Pasal 43

Parnhu'an Daarah ini mulal barln.ku pada ‘tanggal
diundangkan, S
Ager supaya setiap orang dapat mangatnhuinya, me

merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dangan-
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupat en’ Daerah

Tingkat II llagelang.

Di tetapkan di -Kota Mungikid »
. ;. pada tanggal 5 Desember 19394,
. DyP.R.D. - BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGEIANG MAGELANG -
KETUA .
ttd ttd
SUGIHARDUJO KA ROD T e

E.

v, & !"1 -L:I...
L
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DISAHKAN

Dengan Kepubusan Gubernur Kepnin Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor ¢ 180.,3/185/1995, Tenggal 21 7 un 4 1995
An. SEKRETARTS WITAYAH DAERAM TINGKAT I JAVATENGAH
Pj+ Kopala Biro Hulkunm

s oF
A LoY i doatthar.t  aTEE SF 0o w r
- "t td
48X Seaif t e
i el ¥
faket- _J'ul '1'_1,_"..".‘-_1"' l‘_-_ ..': i ’

o

Nl ST Agtoro,sH -

" Pefata Tingkat I
NIP, 01070867157 ° - - -

i, Sy

Diundangkan dalen lemberan Daereh
Kebupat énf$a'e;térii1 ‘fingka.t Ii_ ﬁagele.ng
Nomor T Tahun 1995°; Tanggal 25 Juni 1995
Sepie D' § ‘Nomor 6
Spietart WHliyeh/Dacrah

y¥ A, 4

. Dre., TJUK SUSIIO
: HET T

NIP, 010 057 057

i
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PENJELASAN

FERATURAN DAERAY KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGEIANG
NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBAN GUNAN MASYARAKAT. DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGEIANG

X FENJE UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja ba
gi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Dze
rah Tingkat II Magelang semula diatur berdasarkan Ke
putusan Menterd® Dalam NNegerl Nomor 135 Tahun 1978
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direkfo =
rat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan
Desa Kabupaten / Kotamadya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Ment eri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 1993, maka organisasi dan Tata Kerja
mengalami perubshan ~ perubahan sebagei berikut :

1., Sebutan Kantor Pembangunan Desa berubsh menjadi -
Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

2, Sebutan Kepala Kantor Pembangunan Desa menjgdi Ke
pala Kantur Pembangungn lMasyarakat Desa.

3. Jumlah ﬂakai gsemula ada 4 Seksi, bertambah 1 sek
51 menjadi 5 seksl yaltu &

e.Seksl Pengembangan Desa §
b.Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

c.S5eksl Usaha Ekonomi Desa 4

d,Seksi Sumber Daya Dosa dan pemukiman Desa j
e.5eksi Pendayagunaan Telknologl Tepat Guna.

4, Jumlgh Urusan pada Sub Bagian Tata Usaha semula=
ada 2 Urusan, kemudian hhartambah 2 Urusan menja
di 4 Urusan, yaltu i

a, Urusan Perencanaan j
b. Urusan Kepegawalan j o, Urusan,,see

L]
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ce Urupan Kouungan
d. Urusan Tata Usaha den Rumah Tanggas

5. Jumlah Sub Soksl semula ada 8 Sub Scksl, bertembah
w T Sub Seksi, menjadi 15 Sub Heksl.

6. Adanya Kelompok Jabatan Pungsional di dalam strulk
tur organisasi yang baru, yang semula tidak ada,
Hal ini merupakan salah satu eolrl khusus susunan =
o organisasi / struktur yang baru.

. Akibat adanya perubahnn tersebut pada angka 1
sampni dengan 6, akan berakibat pula dalem perubshan
/penyempurnaan struktur organisasi dan tate kerjs sam
pei kepada tindakan administrasi surat menyurat ( keop
stempel, dsb ). X
Dengan semakin luas dan berkembangnya pelaksanaan 4u
gas penyelenggaraan pemerintehan, pembangunan, pembl
naan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi -
dzn tata laksana serta peningkatan di.dalam pelayanan
kepada seluruh instansi dan masyarakat., YMaka EKantor
Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daersh Tingkat
II Magelang dibentuk untuk-dapat melaksanalan $ugas
tersebut cecara optimal, khususnya di dalam  pelakse
naan pembangunan masyarakat Desa.

Dalem rangka meningkatkan kelancaran penyelengga
raan pembengunan masyarakat Desa secara berdaya guna
0 den berhesil guna serta peningkatan oordinasi dan
pertigipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dipan=
deng verlu diedakan perubahan dan atau penyempurnaan
penyempurnaan terhadap Keputusan Menterl Dalam Nege
ri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi =
dan Tate Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinai -
dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten / Kotamadya dan
menyusun kemballi Peraturan Daerah sebagal dasax hu
kum pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kantor Fom
bangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daeveh Tingkat II

Magelang dengan berpedoman pada 1
Koputusanesesses
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. -Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993

.tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangun

an lasyarakat Desa Propingi Daerah Tingkat I dan =
Kantor Pembangunan Masyarakat desa Kabupaten/Kota

. ‘madya Daerah Tlngkat 1T,

IT,

. Dongan demikian maks sotelah ditetapkannya Pe
raturan Daerah ini, maka susunan Organisasi dan Ta

ta Enrja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerzh-
Tingkat II lagelang yang berdasar pada Keputusan -
Menteri Dalam Negerl Numnr 135 Tohun 1978 sudah ti Q
dak berlaku lagi, .. ;

PENJELASAN PASAL DEMI PﬁSA'Ii',.,i.;',, Y e

e = ---l-..--- -~y P

Pasal 1 : Cukup jalaﬂ.

Yagat 2 "~y W Kantor Pembanpunan Masyerakat De
: sa Kobupaten Daersh Tingkat II
adalah ungsur Pelaksana Wilayah /
Deereh yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati-
Kepala Daerah dan secara teknis
fungsional dibine oleh Gubernur—
Kepala Daerah Tingkat I,
Sehingge dengan demikian Kantor-
Pembangunan Masyarakat Desa Kabu
' paten Daerah Tingkat II  secara 0
.lgr taktis operasional berada di ba
ALl weh dan bertanggung jawab kepada
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
£ dan secara teknis administrasi -
v w0 dibawah Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I.

= Kantor Pembangunan Masyarakat De
sa Kabupaten Daerah Tingkat II =
dipimpin oleh seorang kepala,yang
kemudian disebut Kepala Kantor
Pembangunan Masyarakat Desa.
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Pasal 3 t Cukup jelas.

Pasal 4 ¢ Kantor Pembangunan Masyarakat Desa’
. mempunyail fungsl perencana,pelaksa-
na, penyusunan bahan pertimbangan =
pimpinan, pembinaan teknis dan admil
nistrasl gerta koordinasi dalem pe
laksanaan dan kegiatan pembangunan-
masyarakat Desa.

@ Pasal 5 ¢+ Susunan Organisasi Kantor Pembangun
an Masyarakat Desa Kebupaten Deerzh
Tingkat II Magelang adalsh menganut
Pola Maksimal, berdasarkan lriferia
yang tercantum dalam Lampiran IV Ke
pttusan Mendagri No 80 Tahun 1993,

Pasel 6 s/d T : Cukup jelas,

Pasel 8 ' : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tu
gas mengkoordinasikan penyusunan -
mengkoordinasikan penyusunan rencans
dan Peraturan perundang-undangsn =

Sy serta melaksanakan urusan kesekreta
' riatannya yang meliputi urusan kepe
gewaian, mengelola urusan keuangan
urusan Rumah tangga, izusen kotata-

usahann , pemantauan dan pengumpulan
Data serta menyusun lﬂ.puran.
"3 Pasal 9 s/d 11 3 cukup jelas,

Pagal 12 : Sekel Pongembangan Desa juga berke=
wajiban mengadakan penelitian dan =
memberikan petunjuk serta pengarahan
terhadap laporan-laporan dari Camat
dalam menginventarisir perkembangan
Desa serta penyusunan dan penetapan
kecamatan~kecamatan UDKP dan: ot o T
gram ponyelenggaraan Lokakarya UDKP,

Pagal 12 Bfﬂ 14eese
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Pagal 13 s/d4 15 : Cukup jalas.

Pasal 16 ¢t Seksi Ketahnnan Mnayurakat Deaa juga bar
=g kewujihun menggdakan penelitian, memberi-
=kun petﬁnjuk serta pengarahan terhadap la

poran dari Camat dalam menginventarisir -

data usaha _gotong royong masyarakat Desa,

~ kelembagaan Desa dan usaha peningkatan ke

“trampilan serta penyuluhan dalam uszha pe

ningkatan swadaya masyarakat dan kemampu

an lembaga-lembaga dosa. : . -

Pasal_17 s/d 19 : Bukup jelas.

Pasal 20 : Seksi Usaha Ekonomi Desa juga berkewajib-
an menyusun dan menginventarisir permodal
an Desa dan penyelenggaraan bimbingan da
lam menumbuhkan permodalan Dega dan lemba
ga perkreditan Desa serta usaha peningkat

- an ketrampilan berbagai datihan ketrampil
" an. .

Pasal 21 s/d 23 1 Cukup Jelgs.

Pagal 24 : Scksi Sumber Daja Desa’ dan Pemukiman Desa
juga berkewajiban terhadap laporan Camat
mengenal pembangunan: dan pemeliharaan pra
sarana.dan sarana Desa :serta menyusun dan
menginventarisir date perumshan dan ling
kungan dalam usaha _Pemugaran dan penataan
pemukiman, T E S \ R

Pasal 25 a/d 27 ¢+ Cukup jelasr

Pasal 28 3 Teknologi tepet’ guna adalah tahnnlugi ynng
EE ‘menggunakan bahan setempat tidak bexrten =
- fangan dengan ‘adat dstiadat, sosial buda

ya termaﬂuk Aaama. Pl
Pasal 29 s/d 31 1, Ciikup jalaa. i
: F2f L FIIeat? LY

Pﬂﬂal 32- cessensdasd

!'

B EES W
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Pasal 31 : Kelompok jabatan fungsional terdiri dori
sejumlah tenaga ahll yang secara operasi
onal bertugas menangani kegiatan-~kegilatan
tertentu sepual dengan bidang keashlian =
uya pada unit - unit kerja tertentu =~
yeng dalam pelaksanaannya tidak bertang-
gung jawab poda Pimpinan unit kerja yang
bersangkutan tetapl bertanggung jawsb ke
pada Kepala Kantop Pembangunan Masyera -~
kat Desa.

pasal 33 ¢ Pimpinan tenaga fungsional ditunjuk oleh
Bupati Kepala Daersh dari tenaga fungsl
onal yang ada di lingkungan Kantor Pemba
ngunan Masyerekat Desa Kabupaten Deerzh

Tingkat II Magelang dan bertanggungjawsb
kepade Kepala Kantor Pembangunsn Yagyara

kat Desa yang bersangkutan.

Pasel 34 s/d 43 : Cukup jelas.

sz [ s
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PEMIANGUNAN MASYARAKAT DIRA

B O R R
KEANTOR
EADNMPATEN DAERANTENGKAT 11 MAUELANG

TINOEAT Il MADULANG L UL TAI 1 ,
ORCANETAS] DAN TATA KERIA KRIT0R g picamean
MASY ABAKAT DA KABUPATEN DAk o)y Toveacat
DAL AN ORGANISASI
KANTOM FEM AR MASVARAKAT DESA
KARUPATEN pAygal TINGEAT I MAGUFRLANG

LAMPIRAN | PIATURAN DAIRAH KABTPATE Kanup irmy paymas

[ T KmgARANIOR ]
PERMBANOUN, 5 MANY ARARAT DESA
BAIUP AT PATI I MAGELANG
| e =
i HUTH IACTAN
A FE%E, ' TATA USAHA
e .
JABATAN FUNGSIONAL q . . 3
UMUSAN URUSAM URUSAN ] URLmAN
PERENCANAAM KIPECAWAIAN KFLAMOLY ' TATA CIAHA DAN
RUMATL TANGCA
I = e [ |
SiEAl SEXSL SEESL SEKSL TEKST
PENGEMBANGAN ‘ KETAHANAN MASYARAKAT URISAN EXONOMI SUMBER. DAYA DESA, FENDIAYACTHAAN

DESA | DESA DiSA DAN PEMUKIMAN DESA TECNOLOGE TEPAT GIUMA

SUB SEXSI SUB SEXSI SUL SIXAT [ SR sERal SR sma

FENDATAANEVALDAS] FENINGE. KETRAMP.DAN BANTUAN PrRUMAHAN DAMN KERJASAMA TEENOLOG
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sREIXSl | | SUD SEXRT SUD SEKS SUB SEXSI SUB SEXSI
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PEMBANG DAN TATA DESA KELEMBAGAAN MASY.DESA DAN PRODUK: LINGKUNGAN DESA LOGI TEPAT GUNA
e ——

SLM SEKSL SUB SEXSI BUR SEKS] SUB SERS] S SEKS]
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i mrmnw AN m.m:g —  DANSEXTOR INFORMAL = DESA L' WOLOGH TEPAT GINA
—_—
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPAJ 4 DAERAH TINGKAT 0
KARUPATEN DAFRAH TINGEAT I MAGFLANG
KETUA,
TID.
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